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LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara

Transkip wawancara dengan wajib pajak kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

Informan : Bapak Sobirin desa Sidarata kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

1

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)?

Pembayaran wajib untuk orang yang punya tanah dan
bangunan setiap tahunnya

Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak dalam proses pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Pertama dikasih SPPT sekitar bulan enam/juni oleh RT atau
Bau dari perangkat desa. Terus ditarik pembayaran oleh pak
bau sekitar bulan tujuh, seharusnya bulan delapan sudah
lunas tapi saya kadang juga belum membayar sampai ditarik
lagi oleh perangkat desa bulan desember.

Seberapa sering Ibu/Bapak mendapatkan informasi tentang
kewajiban ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Tidak ada informasi yang saya terima disini, paling saya
melihat spanduk tantang masyarakat wajib bayar pajak di
jalan kecamatan kalau saya ke pasar.

Apakah anda mengetahui manfaat dari pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)?

Saya tidak tau manfaat untuk apa pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) disini, karena saya kan cuma
petani...disini juga tidak ada sosialisasi tiba-tiba sudah diberi
SPPT dari perangkat desa

Apakah ada sosialisasi dari petugas pemungutan pajak terkait

pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
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Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Tidak ada sosialisasi Pajak Bumi Bangunan ditempat saya,
tiba tiba sudah ada SPPT diberikan kepada warga

Apakah Ibu/Bapak merasa prosedur pemungutan PBB sudah
cukup jelas dan optimal?

Sudah jelas dari SPPT.

Apa saja kendala yang Ibu/Bapak hadapi dalam pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Paling itu mba, SPPT salah dan nanti pembayaran harus
nunggu SPPT dibenerkan dari pusat.

Seberapa penting menurut Ibu/Bapak PBB dalam
kontribusinya terhadap pembangunan daerah?

Tidak tahu.

Apakah Ibu/Bapak menggunakan aplikasi atau sistem online
untuk membayar PBB? Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak?
Saya tidak memakai online, langsung bayar ke Pak Bau.
Apa harapan Ibu/Bapak terhadap pemerintah dalam hal
optimalisasi pemungutan PBB di masa mendatang?
Harusnya di desa ini ada sosialisasi terkait pajak supaya
masyarakat tahu untuk apa pembayaran pajak tersebut dan

kita tidak malas dalam membayarnya.

Informan : Bapak Saryono desa Badakarya kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

1

2

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)?

Iuran warga setiap tahun yang ditarik dari desa yang punya
SPPT biasanya bulan Agustus.

Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak dalam proses pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Bulan juli dikasih SPPT dari Pak RT terus ditarik pembayaran
oleh Pak Bau bulan Agustus.



Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Seberapa sering Ibu/Bapak mendapatkan informasi tentang
kewajiban ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Tidak ada disini mba, yang penting saya bayar tiap tahun.
Apakah anda mengetahui manfaat dari pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)?

Untuk kepentingan negara mungkin ya mba.. karena saya
juga tidak tahu manfaat membayar pajak buat apa disana,
kurang pendidikan saya mba.

Apakah ada sosialisasi dari petugas pemungutan pajak terkait
pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Tidak ada sosialisasi mba, langsung bayar saja setelah ada
SPPT dari Pak RT.

Apakah Ibu/Bapak merasa prosedur pemungutan PBB sudah
cukup jelas dan optimal?

Prosedurnya mungkin jelas, tapi kadang salah dalam
penulisan obyek pajak di SPPT karena tanah yang harusnya
bukan hak milik masih dihitung tanah saya di SPPT.

Apa saja kendala yang Ibu/Bapak hadapi dalam pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Karena saya sendiri tidak mementingkan pembayaran PBB
karena malas dan tidak tau manfaat pembayaran untuk apa
mba. Mending buat beli kebutuhan juga masih banyak yang
belum tercukupi mba.

Seberapa penting menurut Ibu/Bapak PBB dalam
kontribusinya terhadap pembangunan daerah?

Tidak tahu saya mba kontribusi pajak dalam pembangunan
disini, karena pembangunan disini juga masih jarang. Jalan
rusak banyak sekali mba, apalagi di daerah Punggelan
gunung masih ada yang gapunya listrik.

Apakah Ibu/Bapak menggunakan aplikasi atau sistem online

untuk membayar PBB? Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak?



Jawaban

10 Pertanyaan

Jawaban

Saya tidak tau malah sistem online, biasanya langsung di
bayarkan ke Pak RT.

Apa harapan Ibu/Bapak terhadap pemerintah dalam hal
optimalisasi pemungutan PBB di masa mendatang?
Harusnya di desa ini lebih ditingkatkan lagi pembangunan
dan pihak pajak memberikan pengertian manfaat pajak untuk

warga biar tidak utang pajaknya.

Informan : Bapak Maryanto desa Kecepit kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

1

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)?

Pembayaran yang ditarik dari desa setiap tahunnya.
Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak dalam proses pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Saya mendapatkan SPPT dari pegawai desa biasanya bulan
juli ditinggal dulu nanti ditarik lagi bulan september.
Seberapa sering Ibu/Bapak mendapatkan informasi tentang
kewajiban ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Tidak sering, saya taunya itu kewajiban yang dibayar setiap
tahun.

Apakah anda mengetahui manfaat dari pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)?

Tidak tau mba saya arti pajak atau manfaat buat apa, saya
hanya memberikan uang ke penarik pajak biar tanah gak
disita negara. Setelah dibayar saya nggak nanya digunakan
untuk apa uangnya, yang penting sudah membayar kan
kewajiban saya sudah lunas.

Apakah ada sosialisasi dari petugas pemungutan pajak terkait

pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
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Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Tidak pernah ada sosialisasi disini mba. Masyarakat disini
gatau karena kebanyakan mereka tidak berpendidikan jadi
manut pemerintah saja.

Apakah Ibu/Bapak merasa prosedur pemungutan PBB sudah
cukup jelas dan optimal?

Sudah jelas mba tapi yaa itu kami gatau manfaat pembayaran
untuk siapa nantinya.

Apa saja kendala yang Ibu/Bapak hadapi dalam pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Kendalanya gapunya uang mba, kita sering nunggak sampai
akhir desember baru bisa bayar.

Seberapa penting menurut Ibu/Bapak PBB dalam
kontribusinya terhadap pembangunan daerah?

Tidak tahu saya mba, ada Pembangunan disini ya iuran
sendiri dari warga dibantu Pak Lurah paling.

Apakah Ibu/Bapak menggunakan aplikasi atau sistem online
untuk membayar PBB? Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak?
Saya tidak ngerti online, HP juga gabisa.

Apa harapan Ibu/Bapak terhadap pemerintah dalam hal
optimalisasi pemungutan PBB di masa mendatang?

Semoga kita selalu diberikan rezeki agar pembayaran pajak
juga lancar gak utang mba, dari pemerintah semoga bisa

membangun desa disini terutama jalan yang sudah rusak.

Informan : Bapak Sudaryono desa Tlaga kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

1

Pertanyaan

Jawaban

Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)?
Pajak yang dikenakan bagi masyarakat yang mempunyai

tanah dan bangunan dan ditarik pemerintah.



Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak dalam proses pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Warga menerima tagihan dari desa dan mereka memberi
waktu 2 bulan untuk kami membayar pajak.

Seberapa sering Ibu/Bapak mendapatkan informasi tentang
kewajiban ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Kalau disini ga ada informasi si mba, gatau desa lain paling
pak kades hanya menyampaikan pas penarikan uang
pajaknya saja.

Apakah anda mengetahui manfaat dari pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB)?

Saya kadang membaca di berita manfaat pajak salah satunya
untuk pembangunan daerah.

Apakah ada sosialisasi dari petugas pemungutan pajak terkait
pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Belum ada mba sejauh ini.

Apakah Ibu/Bapak merasa prosedur pemungutan PBB sudah
cukup jelas dan optimal?

Menurut saya jelas karena kita tinggal menerima tagihan dan
disetorkan uangnya ke pegawai.

Apa saja kendala yang Ibu/Bapak hadapi dalam pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Kendala mungkin ya belum ada mba.

Seberapa penting menurut Ibu/Bapak PBB dalam
kontribusinya terhadap pembangunan daerah?

Penting kalau menurut saya mba, tapi kebanyakan warga sini
belum sadar karena kurang informasi.

Apakah Ibu/Bapak menggunakan aplikasi atau sistem online
untuk membayar PBB? Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak?

Saya membayar ke petugas.



10 Pertanyaan

Jawaban

Apa harapan Ibu/Bapak terhadap pemerintah dalam hal
optimalisasi pemungutan PBB di masa mendatang?

Pemerintah seharusnya memberikan bukti nyata yang
katanya kalau saya baca di berita itu pajak digunakan untuk
membangun jalan dan sarana di desa tapi disini masih kurang

penerapannya.

Informan : Bapak Ikhsanudin desa Bondolharjo kec. Punggelan kab. Banjarnegara

1

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan
Jawaban
Pertanyaan
Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Apa yang Ibu/Bapak ketahui tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)?

Membayar kewajiban terhadap pemerintah.

Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak dalam proses pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Biasanya kepala dusun memberikan SPPT dan menarik uang.
Seberapa sering Ibu/Bapak mendapatkan informasi tentang
kewajiban ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Biasanya saya lihat brosur dan diingatkan kepala dusun.
Apakah anda mengetahui manfaat dari pembayaran PBB?
Memberikan kewajiban kita demi berjalannya pemerintahan.
Apakah ada sosialisasi dari petugas pemungutan pajak terkait
pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Tidak ada sosialisasi mba, jadi kita juga tidak paham betul
manfaat pajak dan tentang pajak. Itu juga jadi kendala kami
mba karena kadang kalau SPPT dibagikan itu ada masalah
dalam penghitungan obyek pajak yang tidak sesuai karena
tanah sudah dibeli orang lain tapi masih dibayar saya
pajaknya.

Apakah Ibu/Bapak merasa prosedur pemungutan PBB sudah
cukup jelas dan optimal?

Jelas karena tinggal menerima tagihan dan uang disetorkan.
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Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Apa saja kendala yang Ibu/Bapak hadapi dalam pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Tidak ada.

Seberapa penting menurut Ibu/Bapak PBB dalam
kontribusinya terhadap pembangunan daerah?

Penting kalau menurut saya mba.

Apakah Ibu/Bapak menggunakan aplikasi atau sistem online
untuk membayar PBB? Bagaimana pengalaman Ibu/Bapak?
Tidak membayar online.

Apa harapan Ibu/Bapak terhadap pemerintah dalam hal
optimalisasi pemungutan PBB di masa mendatang?

Dari petugas adakan sosialisasi secara langsung ke warga

supaya kami lebih mengerti terkait pajak.



Transkip wawancara dengan pegawai BPPKAD Kab. Banjarnegara

Informan : Bapak Abdul Jalil, S.E Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPPKAD
kabupaten Banjarnegara

1 Pertanyaan

Jawaban

2 Pertanyaan

Jawaban

3 Pertanyaan

Jawaban

4  Pertanyaan

Apa peran BPPKAD yang Ibu/Bapak ketahui dalam
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Membina, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, dan pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Apa kendala yang dihadapi BPPKAD dalam pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Banyaknya SPPT ganda disini mba, SPPT salah nama, salah
luas dari obyek pajaknya, dan ada yang salah alamat jadi
kadang satu obyek pajak ada 2-3 nama wajib pajak. Nah kan
harus diajukan penghapusan ke BPPKAD lagi untuk diurus
agar sesuai.

Apa langkah-langkah yang diambil oleh BPPKAD untuk
mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)?

Kami  menyempurnakan  peraturan  daerah  untuk
menyesuaikan substansi terutama dalam tarif pajak,
perolehan yang diterima dari pajak dan retribusi agar terus
mengikuti laju inflasi. Setiap kecamatan juga ada tim
monitoring yg terdiri dari kepala kecamatan, tim monitoring
dari BPPKAD, Pak sekcam, mantri pajak Punggelan Pak
Ikhwan, Pak Ikin selaku kasi tapem plt sekcam dan Pak
Sudirno staff tapem. Biasanya dari desa ada masalah
langsung menginfo ke kecamatan dan dari tim monitoring
tersebut langsung datang ke setiap kadus. Biasanya setiap
tahun ada monitoring dari BPPKAD pada bulan september.
Bagaimana prosedur pemungutan PBB yang diterapkan di

BPPKAD?



Jawaban

5 Pertanyaan

Jawaban

6  Pertanyaan

Jawaban

7  Pertanyaan

Jawaban

8  Pertanyaan

Bulan maret pembagian SPPT ke kecamatan biasanya dari
kecamatan april sudah dibagikan ke balai desa, nanti dari
balai desa ada petugas pemungut juga biasanya dari kepala
dusun dan RT yang membantu. Untuk pembayaran PBB,
masyarakat ada yang langsung membayar ke Bank Jateng
tapi kebanyakan mereka membayar ke petugas pemungut.
Apakah sudah ada pengawasan terkait PBB dari BPPKAD
untuk mengoptimalkan pemungutan PBB?

Ada pengawasan biasanya bulan september dari BPPKAD ke
setiap kecamatan.

Apa strategi yang diterapkan BPPKAD untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kewajiban PBB?

Kita melakukan gebyar pajak biasanya mba, bulan Agustus
itu sekalian jalan sehat lalu nanti ada petugas pajak yang
membuka stand tempat pembayaran pajak dan wajib pajak
yang membayar mendapatkan kupon untuk diundi nanti ada
doorprize. Tapi ini baru di kecamatan Banjarnegara belum
menyeluruh di setiap kecamatan.

Apakah ada program sosialisasi bagi wajib pajak terkait
pentingnya PBB?

Pihak BPPKAD memang belum sepenuhnya melakukan
sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat di kecamatan
Punggelan, dikarenakan Punggelan merupakan kecamatan
terluas di Banjarnegara dan terletak di paling ujung jauh dari
kota. Biasanya kami memasang baliho di depan kecamatan
atau di jalan kecamatan Punggelan. Kami juga baru
sosialisasi di kecamatan dan mengundang Kepala Desa untuk
menghadirinya, belum sosialisasi secara langsung ke
masyarakat

Apakah ada penggunaan teknologi dan inovasi dalam proses

pemungutan PBB? Bagaimana implementasinya?
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Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Ada sistem pembayaran online disini, wajib pajak ada yang
langsung membayar sendiri nanti masuknya langsung ke
Bank Jateng. Tapi untuk kecamatan Punggelan masih banyak
yang harus di tagih 3 bahkan sampai 4 kali ke rumah wajib
pajak.

Apakah ada tindakan bagi wajib pajak yang melanggar
ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Untuk tahun 2022 dan 2023 sanksi denda 2% dari baku pajak
dan 2024 1 % dari baku pajak terhutang.

Apa saran Ibu/Bapak untuk mengoptimalkan pemungutan
PBB di masa mendatang?

1. Seiap petugas atau tim pemungut PBB kalau ada
setoran pajak seharusnya langsung dibayarkan ke
Bank Jateng.

2. Untuk petugas kecamatan dan desa lebih di gercepkan
lagi ketika dari tim BPPKAD memberikan SPPT
bulan maret baiknya langsung di sampaikan ke wajib
pajak pada bulan itu juga agar tepat waktu.

3. Kami dari BPPKAD akan mengoptimalkan
sosialisasi kepada wajib pajak secara menyeluruh
untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang

membandel.



Informan : Bapak Arif Candra, S.E seksi penagihan dan penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) BPPKAD kabupaten Banjarnegara

1 Pertanyaan

Jawaban

2 Pertanyaan

Jawaban

3 Pertanyaan

Jawaban

4  Pertanyaan

Jawaban

5 Pertanyaan

Apa peran BPPKAD yang Ibu/Bapak ketahui dalam
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Mengumpulkan data, penentuan NJOP, penagihan PBB dan
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Apa kendala yang dihadapi BPPKAD dalam pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Di Punggelan banyak warga yang sudah pindah domisili mba,
jadi kami kesulitan menemui wajib pajak untuk penyampaian
SPPT. Kebanyakan mereka merantau di Kalimantan,
Sumatera atau tempat lain yang membuat SPPT tidak
tersampaikan akhirnya menunggak. Faktor lain itu dari
tingkat kepatuhan dan kesadaran disana masih sangat kurang
dilihat dari pembayaran pajak banyak yang sangat mepet
waktunya.

Apa langkah-langkah yang diambil oleh BPPKAD untuk
mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)?

Pihak BPPKAD menjalin kerjasama dengan kecamatan dan
balai desa untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Untuk
petugas pemungut kita melakukan evaluasi kinerja di akhir
tahun biasanya.

Bagaimana prosedur pemungutan PBB yang diterapkan di
BPPKAD?

Dari BPPKAD bulan maret sudah membagikan SPPT ke
kecamatan mba, dari kecamatan bulan april dibagikan ke
balai desa, dari balai desa biasanya Kerjasama dengan kepala
dusun untuk pembagian ke masyarakat.

Apakah sudah ada pengawasan terkait PBB dari BPPKAD

untuk mengoptimalkan pemungutan PBB?
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Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Ada pengawasan dari BPPKAD biasanya bulan september
kita bagi tugas untuk setiap kecamatan.

Apa strategi yang diterapkan BPPKAD untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kewajiban PBB?

Setiap tahun biasanya bulan Agustus BPPKAD melakukan
gebyar pajak, disitu kami juga melakukan sosialisasi
pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Program ini
masih belum menyeluruh semua kecamatan di Banjarnegara
termasuk Punggelan.

Apakah ada program sosialisasi bagi wajib pajak terkait
pentingnya PBB?

Untuk Masyarakat Punggelan pihak BPPKAD masih belum
sosialisasi secara langsung, paling kami mengundang camat
dan kepala desa ke kantor BPPKAD untuk menghadiri
sosialisasi dan nanti diberikan spanduk pajak untuk di pasang
di desa masing-masing.

Apakah ada penggunaan teknologi dan inovasi dalam proses
pemungutan PBB? Bagaimana implementasinya?

Ada sistem pembayaran online disini

Apakah ada tindakan bagi wajib pajak yang melanggar
ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Sebenarnya ada denda bagi yang tidak membayar pajak, Tapi
ya mereka menyepelekan dari kami juga belum bisa untuk
menagih denda tersebut langsung ke warga karena banyaknya
tugas kadang mba.

Apa saran Ibu/Bapak untuk mengoptimalkan pemungutan
PBB di masa mendatang?

Dari saya semoga wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam
pembayaran PBB, disamping itu kami petugas pajak juga
akan memaksimalkan untuk bisa melakukan sosialisasi

langsung kepada wajib pajak.



Informan : Ibu Nurkhasanah, S.H seksi pemanfaatan dan pengamanan aset Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) BPPKAD kab. Banjarnegara

1

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Apa peran BPPKAD yang Ibu/Bapak ketahui dalam
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
Mengumpulkan data, menentukan NJOP dan menerbitkan
SPPT, mengevaluasi dan mengelola Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB).

Apa kendala yang dihadapi BPPKAD dalam pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Kendala yang sering terjadi SPPT ganda mba, dari wajib
pajaknya tidak konfirmasi bahwa tanah atau bangunan
tersebut sudah berpindah hak milik.

Apa langkah-langkah yang diambil oleh BPPKAD untuk
mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)?

Melakukan pengawasan dan evaluasi setiap kecamatan.
Bagaimana prosedur pemungutan PBB yang diterapkan di
BPPKAD?

BPPKAD membagikan SPPT ke kecamatan bulan maret
mba, dari kecamatan biasanya bulan april dibagikan ke balai
desa, dilanjutkan pembagian ke masyarakat.

Apakah sudah ada pengawasan terkait PBB dari BPPKAD
untuk mengoptimalkan pemungutan PBB?

Ada pengawasan dari BPPKAD biasanya bulan september.
Apa strategi yang diterapkan BPPKAD untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang kewajiban PBB?

Ada gebyar pajak mba disini, tapi baru diterapkan di
kecamatan Banajrnegara belum menyeluruh.

Apakah ada program sosialisasi bagi wajib pajak terkait

pentingnya PBB?
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Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Pertanyaan

Jawaban

Tim pajak biasanya melakukan sosialisasi di kecamatan atau
pihak BPPKAD mengundang camat untuk menghadiri
sosialisasi di BPPKAD.

Apakah ada penggunaan teknologi dan inovasi dalam proses
pemungutan PBB? Bagaimana implementasinya?

Bisa membayar pajak di web Bibly.com atau aplikasi PBB
Online dan masuknya langsung ke Bank Jateng .

Apakah ada tindakan bagi wajib pajak yang melanggar
ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Sesuai Perbup untuk yang tidak membayar tahun 2024
dikenai denda 1 % dari baku pajak terhutang.

Apa saran Ibu/Bapak untuk mengoptimalkan pemungutan
PBB di masa mendatang?

Saran dari saya semoga gebyar pajak itu bisa menyeluruh
untuk semua kecamatan karena efek dari gebyar pajak

memang benar-benar realisasi sesuai target yang ditetapkan.



Lampiran 2 Gambar Wawancara
1. Wawancara dengan Kepala Bidang PBB dan BPHTB BPPKAD dan seksi
penagihan dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) BPPKAD

kabupaten Banjarnegara.
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Lampiran 3 Laporan Target dan Realisasi PBB kec. Punggelan 2022-2024
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